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BAB IV
GAMBARAN UMUM 

PERPUSTAKAAN DAERAH JAWA TENGAH
A. Sejarah singkat Perpustakaan Daerah Jawa Tengah
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri P.P dan K RI No. 18165/ Keb tertanggal 23 Juli 1951 didirikan Perpustakaan Negara Semarang pada tanggal 1 Agustus 1951. Perpustakaan ini merupakan Perpustakaan Negara yang kedua di Indonesia setelah Perpustakaan Negara Yogyakarta. Pada awal berdirinya perpustakaan ini menempati bekas gedung Openbare Leeszaal Bibliothek di Jl. Bojong (Jl. Pemuda No. 147 Semarang).
Meningkatnya peran perpustakaan sebagai sumber belajar seumur hidup, pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 01990/1978 tanggal 3 Juni 1978, untuk mengganti  Perpustakaan Negara menjadi  Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Mendikbud RI No.0950/0/1979 tanggal 29 Mei 1979 yang menetapkan Pepustakaan Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Tengah sebagai Perpustakaan Wilayah tipe A.
Pada tanggal  20 Maret 1987 gedung perpustakaan ini dipindahkan ke Jl. Sriwijaya No. 29A, Semarang, karena gedung di Jl. Pemuda tidak dapat menampung lagi seluruh kegiatan perpustakaan. Selanjutnya, berdasar Keputusan Presiden RI No.11 tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Wilayah Depdikbud ditingkatkan statusnya menjadi Perpustakaan Daerah.
Kemudian Perpustakan Daerah diubah lagi menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi, berdasar pada Keputusan Presiden No.50 tahun 1997, tanggal 29 Desember 1997. Hal itu berarti perpustakaan merupakan instansi vertikal Perpustakaan Nasional RI yang berada di Ibu Kota Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan Nasional Provinsi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Pergantian nama perpustakan ini dilakukan lagi oleh pemerintah setelah adanya Peraturan Daerah No.9 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 berdasar UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Perpustakaan Nasional Provinsi Jawa Tengah diubah menjadi Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai kantor yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang Perpustakaan.
Selanjutnya, Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah digabung dengan Badan Arsip Provinsi Jawa Tengah, berdasar pada Peraturan Daerah No.7 tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu juga berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.54 tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembentukan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Unit Pelayanan Teknis Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
B. Visi dan misi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah
1. Visi Perpustakaan

Visi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah arsip dan perpustakaan sebagai sumber informasi gerbang inspirasi dan warisan budaya.
2. Misi Perpustakaan

Misi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Memberdayakan lembaga Kearsipan dan Perpustakaan;
b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Kearsipan      dan Perpustakaan;
c. Mengembangkan kebiasaan membaca masyarakat;
d. Pemerataan memperoleh informasi bagi seluruh masyarakat;
e. Mengembangkan kemitraan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
f. Mengembangkan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan dan Perpustakaan;
g. Mendayagunakan dan menyebarluaskan Koleksi Daerah;
h. Menyimpan, memelihara, dan melestarikan Arsip dan Bahan Pustaka;

i. Memasyarakatkan Arsip dan Perpustakaan;

j. Mewujudkan standarisasi sarana dan prasarana Kearsipan dan Perpustakaan.
C. Tugas dan fungsi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah
1. Tugas Perpustakaan 

Tugas Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan (Brosur resmi dari Perpustakaan Daerah Jawa Tengah).
2. Fungsi Perpustakaan

Fungsi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah sesuai dengan brosur resmi dari Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan.

b. Pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan.

c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpustakaan.

d. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan bahan pustaka.

e. Pelaksanaan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan informasi.

f. Pelaksanaan penyelenggaraan perawatan, pelestarian bahan pustaka.
g. Pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan karya cetak dan karya rekam.

h. Pelaksanaan pengembangan perpustakaan.

i. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga laindalam bidang perpustakaan. 

j. Pelaksanaan fasilitas pengembangan minat baca masyarakat.

k. Pelaksanaan fasilitas pembinaan jabatan fungsional pustakawan.

l. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, dan tata laksana serta urusan umum (rumah tangga) dan perlengkapan.

D. Layanan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah
Sebagai perpustakaan umum yang memiliki fungsi menyediakan dan menyalurkan informasi, Pepustakaan Daerah Jawa Tengah sekarang ini telah melakukan pengembangan otomasi perpustakaan untuk membantu dan mempermudah pemustaka dalam memperoleh informasi.

Otomasi perpustakaan adalah sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi (TI), untuk pengelolaan aktivitas perpustakaan yang menyangkut pengadaan, pengelolaan, dan pelayanan.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia perpustakaan menciptakan peningkatan kualitas serta variasi layanan. Peningkatan kualitas layanan tercermin dari pelayanan yang semakin cepat karena pelayanan tidak lagi dilakukan secara manual, akan tetapi dilakukan dengan menerapkan otomasi perpustakaan yang merupakan salah satu wujud dari pemanfaatan kemajuan di bidang teknologi informasi.
Sistem layanan yang digunakan di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sistem layanan terbuka. Dengan sistem tersebut, pemustaka dapat langsung memilih sendiri koleksi/bahan pustaka di rak yang tersedia.
Adapun jenis-jenis layanan yang ada di Perpustkaan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Layanan Sirkulasi/Koleksi Umum
2. Layanan Referensi

3. Layanan Terbitan Berkala

4. Layanan Audio Visual

5. Layanan Bercerita/Story Telling

6. Layanan Pemutaran Film

7. Layanan Koleksi Deposit

8. Layanan Perpustakaan Keliling

9. Layanan Keanggotaan/Registrasi
E. Koleksi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah
Perpustakaan Daerah Jawa Tengah memiliki beragam koleksi. Brosur resmi dari Perpustakaan Daerah Jawa Tengah mencantumkan jenis-jenis koleksi yang tersedia di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, yaitu sebagai berikut:

1. Koleksi referensi atau buku rujukan, sumber informasi bersifat sekunder.

2. Koleksi dewasa/umum, berisi informasi dalam berbagai disiplin ilmu terdiri dari buku teks dan penunjang.

3. Koleksi remaja/anak, yaitu berisi koleksi umum yang sesuai dengan usia remaja, terdiri dari fiksi dan non-fiksi.

4. Koleksi serial, berisi sumber informasi mutakhir dari terbitan berkala atau berseri seperti koran, majalah, dan jurnal.

5. Koleksi berbahasa asing, meliputi bahasa Inggris dan bahasa Belanda.

6. Koleksi pandang dengar atau disebut audio visual.
F. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah di bentuk berdasarkan Pergub No.58 tahun 2008, tanggal 20 Juni 2008 adalah sebagai berikut:
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Perpustakaan Daerah Jawa Tengah
Adapun uraian tugas jabatan struktural dan fungsional Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Kepala UPT Perpustakaan Daerah
Secara umum, tugas Kepala UPT Perpustakaan Daerah adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang, serta menyiapkan, menyelia penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan.
Kemudian tanggung jawab Kepala UPT Perpustakaan Daerah adalah sebagai berikut:
a. Tersusunnya rencana dan program kerja Perpustakaan Daerah.

b. Terlaksananya kegiatan fasilitasi, layanan, dan pelestarian bahan perpustakaan.

c. Ketertiban administrasi bidang keuangan, umum, dan kepegawaian.

d. Meningkatnya prestasi dan kinerja bawahan.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Secara umum, Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas untuk menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan Tata Usaha, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta pelaksanaan dan pelayanan urusan rumah tangga dan perlengkapan.


Selain tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha juga bertanggung jawab dalam hal:

a. Tersusunnya rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha.

b. Kelancaran dan ketertiban administrasi bidang ketatausahaan.

c. Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang layanan perpustakaan.

d. Tersusunnya laporan pelaksanaan tugas bidang ketatausahaan.
3. Kelompok Jabatan Pustakawan
Jumlah pustakawan yang ada di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang yang terbagi dalam dua tingkatan, sesuai dengan SK Menpan No.132/Kep/M.Pan/12/2002. Berikut ini uraian jabatan fungsional di Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah:

a. Tingkat Terampil

Pustakawan tingkat terampil dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan tugasnya, yaitu:

1). Pustakawan Pelaksana


Tugas pustakawan pelaksana antara lain adalah:

· menghimpun alat seleksi bahan pustaka 
· melakukan survei bahan pustaka

· meregistrasi bahan pustaka

· membuat dan menyusun desiderata

· melakukan verifikasi data bibliografi
· melakukan katalogisasi sederhana

· melakukan katalogisasi salinan, dan sebagainya.
2). Pustakawan Pelaksana Lanjutan

Pustakawan Pelaksana Lanjutan bertugas untuk 
· mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi

· mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai (pemustaka)

· mengidentifikasi bahan pustaka dalam rangka penyiangan bahan pustaka, mengelola hasil penyiangan

· melakukan klasifikasi sederhana

· mengelola data bibliografi dalam bentuk kartu katalog dan dalam bentuk basis data

· membuat kliping, dan sebagainya.
3). Pustakawan Pelaksana Penyelia

Pustakawan pelaksana penyelia bertugas untuk:

· mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi

· melakukan katalogisasi yang bersifat kompleks

· mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka

· membuat anotasi

· menyunting data bibliografi

· menyusun bibliografi, indeks, dan sejenisnya

· mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyimpanan dan pelestarian bahan pustaka

· melakukan layanan rujukan cepat

· mengolah data dalam rangka menyusun rencana operasional penyuluhan, dan sebagainya. 
b. Tingkat Ahli

Pustakawan tingkat ahli dibagi menjadi empat menurut golongannya. 
Adapun uraian tugas pustakawan tingkat ahli adalah sebagai berikut:
1). Pustakawan Pertama


Tugas Pustakawan pertama antara lain adalah:
· mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana operasional pengembangan koleksi

· mengumpulkan data dalam rangka survei minat pemakai

· melakukan klasifikasi yang bersifat sederhana

· menentukan kata kunci, membuat sari karangan indikatif

· mengumpulkan data untuk dibuat analisis kepustakaan

· mengumpulkan data untuk informasi teknis

· mengolah dan menyusun data statistik

· mengolah data dalam rangka menyusun rencana publisitas, dan sebagainya.
2). Pustakawan Muda

Pustakawan Muda bertugas untuk:
· menganalisis dan menyusun rencana operasinal pengembangan koleksi

· membuat instrumen dalam rangka survei minat pemakai

· mengolah dan menganalisis data dalam rangka survei minat pemakai

· menganalisis dan menyusun rencana operasional pengolahan bahan pustaka

· menentukan tajuk subjek

· melakukan klasifikasi yang bersifat kompleks

· membuat sari karangan informatif

· menyunting data bibliografi

· melakukan penelusuran literature untuk penelitian dan atau penulisan ilmiah

· membina kelompok pembaca, dan sebagainya.
3). Pustakawan Madya


Tugas-tugas Pustakawan Madya antara lain adalah sebagai berikut:

· Menyusun tinjauan kepustakaan (review)

· Menjadi penanggung jawab/editor dalam pemberian informasi teknis.

· Menyusun program intervensi pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
· Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola tingkat provinsi.

· Melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi tingkat provinsi.

· Melakukan evaluasi pasca pameran, dan lain sebagainya.
4). Pustakawan Utama


Tugas-tugas Pustakawan Utama adalah sebagai berikut:

· Menjadi penanggung jawab dalam pembuatan tinjauan kepustakaan (review).

· Melakukan penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi kepada penyelenggara dan pengelola perpustakaan tingkat nasional.

· Melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang kegunaan dan pemanfaatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi tingkat nasional.

· Melakukan evaluasi pasca penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi tingkat nasional.
· Melakukan evaluasi dan peneyempurnaan hasil kajian yang bersifat kompleks.

· Menyempurnakan karya dalam rangka membuat analisis/kritik terhadap kepustakawanan.

· Menelaah pengembangan di bidang perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.
4. Kasi Jasa Teknis Perpustakaan

Secara umum tugas Kepala Seksi Jasa Teknis Perpustakaan adalah menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang jasa teknis perpustakaan dan pelayanan teknis perpustkaan, perawatan dan pelestarian bahan perpustakaan.
Adapun tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Kasi Jasa Teknis Perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. Tersusunnya rencana kegiatan Seksi Layanan Perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka.

b. Terpenuhinya perintah atasan berdasarkan disposisi maupun lisan.
c. Terselesaikannya tugas-tugas Seksi Layanan Perpustakaan dan Pelestarian Bahan Pustaka.

d. Terpenuhinya penilaian prestasi kerja.

e. Terpantaunya pelaksanaan tugas bawahan.

f. Terinventarisasinya dan penelaahan penyelenggaraan kewenangan.
5. Kasi Deposit

Kepala Seksi Deposit secara umum bertugas untuk menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang deposit, pelaksanaan dan pelayanan teknis pengelolaan dan pelestarian, pendayagunaan karya cetak dan karya rekam, serta penyusunan bibliografi dan katalog induk daerah serta penerbitan.
Selain tugas tersebut, Kepala Seksi Deposit memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tersusunnya rencana kegiatan Seksi Deposit dan Penerbitan.

b. Terpenuhinya perintah atasan berdasarkan disposisi maupun perintah lisan.

c. Terselesaikannya tugas-tugas Seksi Deposit dan Penerbitan.

d. Terpenuhinya penilaian prestasi kerja.

e. Terpantaunya pelaksanaan tugas bawahan.

f. Terinventarisasinya dan penelaahan penyelenggaraan kewenangan.
Kepala UPT Perpustakaan Daerah
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